BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1}
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah Kabupaten
Lampung Selatan, maka perlu diatur Rincian Tugas
Jabatan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lampung Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Menetapkan:

5.

Q.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (enlang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negira
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Ternak ((Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5391);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentong
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indoncsia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Ncgara
Rcpublik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat
Daecrah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 16};

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, serta Taia Kerja Perangkal Daerah Kabupatcen
Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN

PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Dacrah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Pemerintah  Daerah adalah Bupati scbagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pclaksanaan  urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewcnangan daerah otonom Kabupaten Lampung Sclatan.
Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn
Lampung Selatan.



Dinas adalah Dinas Peternakan dan Keschatan Hewan
Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelernakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjulnya disingkat UPT
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.

Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU
adalah Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Peternakan
dan Keschatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB 1II
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Keschatan Hewan
adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
1. Seksi Lahan dan Irigas;

2. Seksi Pakan; dan

3. Seksi Pembiayaan dan investasi.

Bidang Perbibitan dan Produksi, membawahi :
1. Seksi Perbibitan;

2. Secksi Ruminansia; dan
3. Seksi Non Ruminansia.

Bidang Kesehatan Hewan dan Keschatan  Masyarakat
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, membawahi :

1. Scksi Kesehatan Hewan;

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Penyuluhan, membawahi :
1. Seksi Kelembagaan;

2. Seksi Ketenagaan; dan

3. Scksi Metode dan Informasi.

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 3

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 lercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
RINCIAN TUGAS JABATAN
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin, mengendalikan
dan mecngawasi serta mengoordinasi pelaksanaan tugas Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyelenggarakan
sebagian kewenangan kabupaten dalam bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dan tugas pembantuan yang dibcrikan olch
pemerintah Kepada Bupati, serta tugas lain sc¢suai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati bedasarkan Pcraturan
Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas
dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4. rincian tugas Kepala Dinas adalah scbhagai
berikut :

a. menyusun dan merumuskan program dan kebijakan (cknis
dibidang peternakan dalam rangka pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas pokok, Fungsi dan kewcenangan
dinas;

b. mcmimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan tekms
dibidang peternakan agar sesual perencanaan yang tclah
ditentukan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas
Instansi terkait dalam bidang peternakan agar terjadi

kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam
pelaksanaan pembangunan;

d. merumuskan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan
penetapan standar pedoman;

e. melaksanakan kerja sama antar kecamalan dan
pengendalian penyakit peternakan,

[ mengembangkan kemampuan teknis sumber daya manusia
dalam bidang peternakan;

melaksanakan promosi ekspor komoditas pceternakan
unggulan daerah kabupaten;

aQ

h. melaksanakan pengaturan dan penanggulangan wahah
hama penyakit menular scrta pelaksanaan penyidikan
penyakit ternak;



i. melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan
koordinasi;

j. mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan peternakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas;

k. membagi habis tugas Dinas dibidang teknis dan
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang
berada dilingkungan Dinas mempunyai dan mcmahami
beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

1. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan
kepada bawahan tentang pelaksanaan (ugas, uniuk
menghindari terjadinya penyimpangan dalam pclaksanaan
tugas;

m. memberikan usulan dan pertimbangan kcpada atasan

tentang langkah-langkah dan kebijjakan yang akan diambil
dibidang Peternakan;

n. memberikan usulan dan pertimbangan Kkepada atasan
tecntang langkah-langkah dan Kebijakan yang akan diambil
nilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pclaksanaan
tugas dari bawahan;

0. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

p. meclakukan perumusan kebijakan tcknis sesuai dengan
lingkup tugasnya,

q. meclaksanakan penyelenggara urusan pemerintah  dan
pclayanan umum sesuai lingkup tugasnya; dan

r. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan Bupatll scsual
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekrelaris
Pasal 6

Tugas pokok Sekerataris adalah melakukan koordinasi
penyusunan program dan rencana Kkerja dinas dibidang
pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat-menyurat
kepegawaian dan perlengkapan serta mengelola administrasi
urusan keuangan kantor, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Untuk menyeclenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, rincian tugas Sekrctaris adalah scbagai
berikut:

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam
rangka penyusunan program kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebagai pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rcncana kerjo
Sekretariat untuk dijadikan  bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;



o

memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan datam
melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar dapat
terlaksana program dan rencana kerja yang telah disusun;

mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi
surat-menyurat dan Kkearsipan, administrasi kepegawaian
dan administrasi perlengkapan kantor;

melakukan sikronisasi perencanaan dan perumusan
program kerja pada dinas;

mengelola administrasi kepegawaian kanter yang meliput:
usulan kenaikan pangkat, mutasi jabatan, kenaikan gaji
berkala, proses pemberian surat cuti, usulan pensiun scria
usulan pemberian sanksi maupun penghargaan pada
pegawal dilingkungan Dinas;

mengelola administrasi keuangan kantor yang meliputi
penyusunan anggaran Dinas, pembukuan,

pertanggungjawaban serta penyusunan laporan kcuangan
kantor;

mempelajari  peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Dinas serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan

sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat;

membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan,
agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing;

menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan
scbagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun
program dan rencana kerja selanjutnya;

membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan
berhasil-guna;

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut;

melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada dalum
pelaksanaan kepiatan kantor guna mcnunjang kclancaran
pelaksanaan tugas;

. membuat  laporan  kepada  Kepala  Dinas  schagai

pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan

bahan dalarmm menyusun program dan rencana kerja Dinas
lebih lanjut;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch

alasan, sesual dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlakuy;

mengoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program
dan kegiatan masing-masing bidang;

mengendalikan distribusi pelayanan naskah dinas dan
mengoordinasikan tugas-tugas bidang sub bagian dengan
petunjuk atasan; dan

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan laporan
kepada atasan.



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 8

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian
adalah melaksanakan scbagian tugas Sckrelariat dibidang
surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, hubungan
kemasyarakatan, dokumentasi dan  ketertiban  dalam
lingkungan dinas, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga
lainnya.

Pasal ©

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan unit  kerja lainnya
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan
program dan rencana kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pcemecahan
masalahnya;

c. melaksanakan penataan administrasli sural-menyurat
untuk mempermudah proses lebih lanjut;

d. memberikan pelayanan  kepada — masyarakal

VAN
menyangkut urusan kedinasan;

o

¢. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas
kantor;

f. melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan
administrasi kegiatan Kepala Dinas;

g. membina kegiatan ketertiban, kehumasan dan
ketatalaksanaan dilingkungan Dinas;

h. mcnyiapkan dan memantau penyediaan tempal dan
perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat dan
pertemuan Dinas lainnya;

i. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan
Dinas;

Jj. mencari, mengumpulkan, menghimpun, serta mecenyajikan
data dan informasi yang berhubungan dengan bidang
kepegawaian;

k. menyiapkan bahan  dalam  rangka  menyclesaikan
administras) kepegawaian yang meliputi urusan kcnaikan
pangkat, urusan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan
gaji berkala, proses pemberian surat izin cuti, proscs
urusan pensiun serta pemberian sanksi atas pclanggaran
peraturan kepegawaian;

. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
penataan sistem, metode dan prosedur kcrja  scrta
pendayagunaan aparatur;



m. memimpin, mengarahkan dan memolivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas sccara
berdaya-guna dan berhasil-guna,;

n. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU] sebugai
bawahannya, agar sctiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing;

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari
bawahan sebagai bahan untuk membual laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan, sebagai masukan dalam
penyusunan program lebih lanjut;

p. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch
datasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 10

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
adalah melaksanakan sebagian tugas Seckretariat dibidang
perencanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, rincian tugas Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan unit  kerja lainnya
dilingkungan Sekretariat dalam rangka pcnyusunan
program dan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. menginventarisasi . permasalahan-permasalahan vang
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Evaluasi dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait dalam rangka
merumuskan arah kebijakan dibidang Prasarana dan
Sarana, Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hcwan,
KESMAVET, Pengolahan dan Pemasaran, Penyuluhan;

d. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rcncana
kegiatan Dinas baik bulanan, triwulan, semester, tahunan,
jangka pendek, menengah dan panjang berdasarkan data
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ada;

¢. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mcnyusun scria
menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan
tugas kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut;



. menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan kantor;

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
program kerja dan kegiatan operasional (bulanan, triwulan,
semester maupun tahunanj,

h. membuat laporan kepada Kepala Dinas meclalui Sckretaris
scbagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun
program kerja Dinas;

i. mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Peternakan dan Kesehalan Hewan
serta peraturan perundang-undangan yang bcerhubungan
dengan bidang perencanaan program sebagai landasan
dalam pelaksanaan tugas;

j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagun
Percncanaan dan Evaluasi agar dapat mclaksanakan tugas
sccara berdaya-guna berhasil-guna;

k. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan  dan
Evaluasi kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU)
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing;

.  mengumpulkan, menghimpun, mengevaluasi dan
menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk
membual laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan
sebagai masukan dalam penyusunan rcncana program
lebih lanjut;

m. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

n. mecngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch
alasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 12

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyiapun
bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi
penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban
scrta laporan Keuangan Dinas, serta pengelolaan administrasi
perlengkapan, peralatan dan Aset kantor.

Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, rincian tugas Kepada Sub Bagian
Keuangan dan Aset adalah secbagai berikut :
a. meclakukan koordinasi dengan unit  kerja lainnya
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan

program dan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Asct
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;



menginventarisasi  permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Asct dan
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

mengumpulkan dan menyiapkan pedoman petunjuk teknis
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta  menyiapkan bahan penyusunan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Dinas;

mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana kebutuhan keuangan dinas;

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rcncana
perubahan anggaran dinas;

mengelola administrasi pembukuan secara sistemalis dan
kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-
undangan  yang berlaku untuk memudahkan konirol
terhadap penggunaan keuangan dinas;

memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian para
peiabat pengelola anggaran dan barang lingkup Dinas;

melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi
keuangan dan perbendaharaan;

mengelola pembukuan, penghitungan dan  verifikasi
pcrtanggungjawaban keuangan;

melaksanakan urusan rumah tangga Dinas yang mecliputi
fasilitasi dan pelayanan akomodasi, pemeliharaan sarina
dan prasarana kantor;

memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan;

melaksanakan  penataan dokumen  keuangan  dan
penyusunan laporan realisasi anggaran,

. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kcebutuhan,
pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi,
penghapusan  dan  pelaporan  dibidang  perlengkapin,
perbekalan, peralatan dan Aset Dinas;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub  Bagian
Keuangan dan Aset agar dapal melaksanakan tugas sccara
berdaya-guna dan berhasil-guna;

membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan dan Asct
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai
bawahannya, agar seliap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari
bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kecrja dan

masukan dalam penyusunan program dan rencana kcrja
lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan unituk
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan olch

atasan, sesual dengan petunjuk dan kelentuan yang
berlaku.



Bagian kelima
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
Pasal 14

Tugas Pokok Kepala Bidang Prasarana dan Sarana adalah
mclakukan koordinasi penyusunan program kcrja  dinas
dibidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, rincian tugas Kcpala Bidang Prasarana dan
Sarana adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas scria
rencana kerja pada Bidang Sarana dan Prasarana untuk
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam
melaksanakan tugas dibidang prasarana dan sarana;

¢. membina pelaksanaan pengelolaan lahan dan irigasi,
pakan, pembiayaan dan investasi,

d. membina dan pengawasan pengelolaan lahan dan irigasi,
pakan, pembiayaan dan investasi,

e. melaksanakan pengolahan lahan dan irigasi terhadap
norma dan standar teknis serta sistem dan prosedur
pengawasan pengelolaan lahan air;

[, membina pelaksanaan kebijakan pengelolaan lahan dan
irigasi;

g. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan
kebijakan pengelolaan lahan dan irigasi;

h. melakukan kerja sama dengan unil kerja yang ada, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan (ugas;

1. menyusun langkah operasional dibidang tugasnya scsuan
kecbutuhan dan peraturan perundang-undangan  yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan
karir bawahan;

J. mempelajari  perundangan-udangan yang berhubungan
dengan Dinas serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang Prasarana dan Sarana.;

k. membagi habis tugas pada Bidang Prasarana dan Sarana
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

. menerima mempelajari laporan dan saran dan bawahan
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam moenyusun
program kerja selanjutnya,;

m. mcmbina memberikan motivasi kepada bawahan  agar
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil
guna;

n. mengevaluasi hasil kerja bawahan scbagai  bahan
penyusunan hasil kerja lebih lanjut;



0. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

p. mecmbuat laporan kepada Kepala Dinas scbagal masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program Kcrja
dinas lebih lanjut;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan, sesuai dengan petunjuk dan Kketentuan yang
berlaku.

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi
Pasal 16

Tugas Pokok Kepala Seksi Lahan dan Irigasi adalah
melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana dan Sarana
dalam pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, rincian tugas Kepala Scksi Lahan dan
Irigasi adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas
sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Prasarana
dan Sarana untuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugas Scksi Lahan dan Irigasi
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

¢. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam
melaksanakan tugas Seksi Lahan dan Irigasi;

d. membina pelaksanaan pengelolaan lahan peternakan;
membina pengelolaan lahan peternakan;

melaksanakan pengolahan lahan air terhadap norma dan
standar teknis serta sistem dan prosedur pengawasan
pengelolaan lahan air;

g. membina pelaksanaan kebijakan pengelolaan lahan air,
perluasan dan pembiyaan peternakan dan alat dan mesin
peternakan;

h. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan
kebijakan pengelolaan lahan dan air;

1. meclaksanakan pengawasan pengelolaan lahan petcrnakan;

J.  memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Scksi Lahan dan
Irigasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna
dan berhasil-guna;

k. membagi habis tugas pada Seksi Lahan dan Irigasi kepada
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing;

l.  mengidentifikasi wilayah yang dapat dijadikan lahan dan
air;



m. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program kerja selanjutnya;

n. membina memberikan motivasi kepada bawahan agar
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-
guna;

0. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan
penyusunan hasil kerja lebih lanjut;

p. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

g. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagal masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program Kkcrija
dinas lebih lanjut; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch
atasan, sesuai dengan petunjuk dan kctentuan yang
berlaku.

Kepala Seksi Pakan

Pasal 18

Tugas Pokok Kepala Seksi Pakan adalah mclaksanakan
scbagal tugas Bidang Prasarana dan Sarana dalam rangka
pemantauan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, rincian tugas Kepala Scksi Pakan adalah
sebagai berikut :

a. mclakukan koordinasi dengan unit kerja  lainnya
dilingkungan Bidang Prasarana dan Sarana dalam rangka
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pakan untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugas Secksi Pakan dan
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

¢. menyiapkan bahan pembinaan pengawasan perusahaan
produksi Pakan dan peredarannya;

d. menyiapkan bahan pembinaan uji lapangan, pencrapan dan
pengembangan teknologi anjuran dibidang pcternakan viang
berkaitan dengan pakan;

e. menyiapkan bahan pembinaan penetapan pcnyusunan
ransum untuk berbagai jenis ternak;

f. mclaksanakan pemantauan pengadaan, pcredaran dan
penggunaan pakan;

g. melaksanakan bimbingan produksi dan pengunaan pakan
dan bahan baku pakan konsentrat serta produksi benih
hijauan pakan,

h. melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran
benih pakan hijauan tingkat benih dasar dan benih pokok;

1. menginventarisasi bahan baku pakan;

J.  menginventarisasi lahan hjjauan makanan ternak;



k. menyiapkan bahan monitoring dan evtihan teknis tentang
pakan;

. menyiapkan bahan pengujian lapangan, pencrapan dan
pengembangan teknologi anjuran dibidang  pcternakan
yang berkaitan dengan pakan;

m. menyiapkan, merencanakan dan meclaksanakan pelatihan
teknis tentang pakan;

n. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan tcknologi
pengolahan dan pengawetan pakan,

0. melaksanakan pengawasan mutu pakan konsentrat dan
bahan baku pakan dalam pemakaian dan peredaran;

p. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran
pakan;

q. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran
pupuk organik dan anorganik serta pakan;

r. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Pakan agar
dapat meclaksanakan tugas secara berdaya-guna  dan
berhasil-guna;

i

membagi habis tugas Seksi Pakan kepada  Aparatur

Jabatan Fungsional Umum (JFU)} sebagal bawahan agar

setiap personil memahami tugas masing-masing;

t. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut,

u. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk

penycmpurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

v. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi
Pasal 20

Tugas Pokok Kepala Secksi Pembiayaan dan Investasi  adalah
melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana dan Sarana
dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan investasi.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, rincian tugas Kepala Seksi Pembiayaan dan
Investasi adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang
prasarana dan sarana hasil peternakan dalam rangka
penyusunan program Kerja Seksi Pembiayaan dan Investasi
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan:

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan vang
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pembiayaan dan
Investasi dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah;



.

mensosialisasikan peraturan perizinan usaha petcrnakan,
ekspor/impor, keluar garis masuk ternak dan hasil ternak
serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL);

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan
pelaksanaan usaha peternakan serta menyiapkan bahan
membina pengolahan dan pemasaran ternak dan hasil
ternak serta melakukan membina Promosi dan Pemasaran
peternakan;

menginventarisasi perizinan usaha peternakan dan tanda
daftar peternak rakyat;

menyiapkan bahan pembinaan terhadap Upaya Pengelolaan
Lingkungan {UPL), perusahaan bidang peternakan;

melaksanakan pelayanan perizinan perusahaan peternakan
dan perusahaan dibidang peternakan rckomendasi
ekspor/impor ternak dan hasil ternak antar pulau/provinsi,

menyiapkan bahan membina pasar, menganalisis
kelersediaan dan kebutuhan komiditi peternakan scria
menginformasikan harga komiditi peternakan;

menginventarisasi usaha dan produksi pengolahan hasil
peternakan serta membuat profil usaha peternakan;

menyiapkan bahan pedoman manajemen usaha petani
pelernakan rakyat dan menganalisa usaha pelernakan
rakyat;

melaksanakan sosialisasi peraturan kemitraan scrla
menyiapkan bahan koordinasi membina kemitraan usaha
peternakan;

menyiapkan bahan membina bagi pelaku Promosi dan
Pemasaran dan agro industri,

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pembiayaan <lun
Investasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-
guna dan berhasil-guna;

membagi habis tugas Seksi Pembiayaan dan [nvestasi
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawab masing-masing;

mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal masukan dalam
penyusunan program lebih lanjut;

melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

mengevaluasi hasi]l pelaksanaan tugas bawahan untuk
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch

atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku.



Bagian Ketiga
Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi
Pasal 22

Tugas Pokok Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi adalah
melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas
dibidang Perbibitan dan Produksi.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, rincian tugas Kepala Bidang Perbibitan dan
Produksi adalah sebagai berikut :

a.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas
sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Perbibitan
dan Produksi untuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam
melaksanakan tugas dibidang perbibitan dan produksi,
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program
kerja yang telah disusun;

merumuskan Kkebijakan teknis pembinaan pcningkatan
produksi dan produktivitas ternak;

melakukan pembinaan teknis budidaya, rcproduksi,
inseminasi buatan dan perbibitan ternak;

melaksanakan pembinaan produksit, pcredaran,
penggunaan alat mesin serta pengembangan tcknologi dan
mesin peternakan,;

mempelajari  peraturan perundang-undangan yiing
berhubungan dengan Dinas serta peraturan pcrundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang perbibitan
dan produksi sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas
Bidang Perbibitan Dan Produksi,

mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan
penyusunan hasil kerja lebih lanjut;

menyusun langkah operasional dibidang tugasnya sesuai
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan

yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan karir bawahan;

melaksanakan pengawasan peredaran mutu bibit ternak,
melaksanakan pengelolaan ternak pemerintah;
melaksanakan pembinaan dan pengawasan  usaha
perbibitan ternak;

melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan  norma,

standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang
perbibitan dan produksi,

. meclaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan kegiatan

bidang perbibitan dan produksi;

membag) habis tugas pada Bidang Perbibitan dan Produksi
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;



o. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program kerja selanjutnya;

p. membina memberikan motivasi  kepada bawahan agar
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-
guna,

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai  bahan
penyusunan hasil kerja lebih lanjut;

r. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,

s. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja
dinas lebih lanjut; dan

t. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku.

Kepala Seksi Perbibitan
Pasal 24

Tugas Pokok Kepala Seksi Perbibitan adalah melaksanakan

sebagai tugas Bidang Perbibitan dan Produksi dalam rangka
perbibitan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, rincian tugas Kepala Seksi Perbibitan
adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam
rangka penyusunan program kerja Seksi Perbibitan,;
b. menginventarisasi permasalahan  yang  berhubungan

dengan bidang tugas Seksi Perbibitan dan penyusunan
bahan untuk pemecahan masalahnya;

¢. menylapkan bahan pelaksanaan perbibitan dan
kelembagaan dibidang produksi;

d. mengoordinasikan Perencanaan dan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan pembibitan;

e¢. menyiapkan bahan tenaga kerja peternakan, mvestas
usaha peternakan serta mengoordinasikan promosi
pelaksanaan Pembibitan dan kelembagaan dalam Bidang
Perbibitan dan Produksi;

[. melaksanakan penerapan teknolagi perbibitan ternak dalam
usaha perbibitan rakyat (Good Breeding Practice);

g. melaksanakan pendidikan dana latihan peningkatan SDM
yang berusaha dibidang pembibitan;

h. melaksanakan pengawasan mutu bibit ternak masyarakat
maupun perusahaan yang mengaduh usaha perbibitan;

i. melaksanakan penilaian mutu ternak asli/lokal yang sesuai
Standar Nasional dan Internasional (SNI) atau diberikan
Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB);



j. melaksanakan Uji Performan ternak Asli/lokal untuk
dijadikan kawasan perbibitan sebagai ternak bersertifikat;

k. melaksanakan pembentukan, pembibitan dan monitoring
kclompok-kelompok yang pembibitan ternak;

|. fasilitasi peningkatan dan  pendapatan  kclompok
masyarakat petani peternakan dari usaha pembibitan;

m. melaksanakan penyebaran informasi-informasi,
demonstrasi cara dan ekspos pelaksanaan pembibitan;

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Jabatan
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pembibitan agar
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan
berhasil-guna;

o. membagi habis tugas Seksi Pembibitan kepada aparalur
Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing;

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan

pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam
penyusunan program lebih lanjug;

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan

r. mclakukan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan atasan.

Kepala Seksi Ruminansia
Pasal 26

Tugas Pokok Kepala Seksi Ruminansia adalah melaksanakan
scbagian tugas Bidang Perbibitan dan Produksi dalam rangka
pclaksanaan kegiatan ruminansia.

Pasal 27

Untuk meneyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26, rincian tugas Kepala Scksi Ruminansia
adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan unit  kerja  lainnya
dilingkungan sekretariat Bidang Perbibitan dan Produksi
dalam rangka penyusunan program kerja dan rcncana korja
Seksi Ruminansia untuk dijadikan pedoman dalam
pcilaksanaan tugas;

b. menyusun dan menyelenggarakan serta mengawasi
penyelenggaraan inseminasi buatan ternak ruminansia;

c. menginventariskan permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugas Seksi Ruminansia dan menyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya;

d. menyiapkan bahan membina dan pengembangan budidaya
ternak dalam meningkatkan ternak;

e. menyiapkan bahan membina wilayah budidaya ternak;

[. menyiapkan bahan dalam rangka pedoman tentang
budidaya dan pengembangan ternak;



g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Ruminansia agar
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna  dan
berhasil-guna;

h. membagi habis tugas Seksi Ruminansia kepada aparatur
Jabatan Fungsional Umum se¢bagai bawahannya, agar
scliap personil memahami tugas dan tanggung jawab
masing-masing;

i. melaksanakan bimbingan, identifikasi lokasi penycbaran
dan pengembangan ternak secara keseluruhan;

j. melaksanakan penataan, pemantauan, evaluasi pcengelolian
ternak pemerintah dan pelaksanaan urusan rcedistribusi
ternak;

k. melaksanakan bimbingan registrasi dan rcdistribusi ternak;

. melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penycbaran
ternak;

m. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Ruminansia seccara
keseluruhan;

n. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak tidak layak bibit;

o. melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi
pengembangan dan penyebaran ternak;

p. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan
sertifikasi perbibitan;

q. melaksanakan bimbingan identifikasi dan persiapan lokasi
penyebaran ternak;

r. melaksanakan penataan, pemantauan, cvaluasi pengcelolaan
ternak pemerintah dan pelaksanaan urusan redistribusi
ternak;

w

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan
pclaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam
penyusunan program lebih lanjut;

L. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk
penyempurnaan hasil kenja lebih lanjut; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan olch
atasan sesual dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku.

Kepala Seksi Non Ruminansi

Pasal 28

Tugas Pokok Kepala Seksi Non Ruminansia  adalah
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbibitan dan Produksi
dalam rangka peclaksanaan kegiatan teknis non ruminansia.

Pasal 20
Untuk meneyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 28, rincian tugas Kepala Seksi Non Ruminansia
adalah sebagai berikut :



melakukan koordinasi dengan unit  kerja lainnya
dilingkungan sekretariat Bidang Perbibitan dan Produksi
dalam rangka penyusunan program kcrja dan rencana kerja
Scksi Non Ruminansia untuk dijadikan pcdoman dalam
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan
budidaya, pengembangan dan penyebaran ternak non
ruminansia;

menginventariskan  permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugas Seksi Non Ruminansia dan menyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya ;

melaksanakan bimbingan penerapan pedoman tcknis pola
budidaya ternak;

melaksanakan bimbingan peningkatan produksi dan
produktivitas ternak;

melaksanakan bimbingan penyebaran dan pengembangian
ternak non ruminansia;

melaksanakan bimbingan registrasi dan redistribusi ternak;
melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi
pengembangan dan penyebaran ternak;

melaksanakan bimbingan sistem pola penyebaran ternak;
melaksanakan penataan, pemantauan, evaluasi pengelolaan

ternak pemerintah dan pelaksanaan urusan redistribusi
ternak;

melaksanakan bimbingan inseminasi buatan, alih mudigah
dan registrasi hasil inseminasi buatan;
menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang
perbibitan dan produksi ternak;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Seksi Non Ruminansia;
melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan ternak bibit;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi  Non
Ruminansia agar dapat melaksanakan tugas sccara
berdaya-guna dan berhasil-guna,;

membagi habis tugas Seksi Non Ruminansia kepada
Aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) scbagai
bawahan agar setiap personil memahami tugas masing-
masing;

mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari
bawahan sebagal bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam
penyusunan program lebih lanjut;

mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk
pcenycempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

meclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

alasan sesual dengan petunjuk dan ketentuan vang
berlaku.



Bagian Keempat

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 30

Tugas Pokok Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran adalah
melakukan koordinasi penyusunan program kcrja dinas
dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30, rincian tugas Kepala Bidang Keschatlan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

Pemasaran adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;

b. menyusun rencana kerja pada Bidang Keschatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan
Pemasaran untuk diyjadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

¢. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam
melaksanakan tugas dibidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan
Pemasaran , agar pelaksanaan tugas dapat berjalan scsual
program kerja yang telah disusun;

d. membina pelaksanaan perlindungan dan pengendaiian
penyakit hewan,;

e. membina dan pengawasan sarana dan pelayanan Keseh:itan
hewan, Bidang Kesehatan Hewan dan Keschatan
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;

. membina terhadap norma dan standar teknis scrta sistem
dan prosedur pengawasan produk pangan hewani dan
produk hewan non pangan serta higienis, sanitasi dan
kesejahteraan hewan;

g. membina pelaksanaan kebijakan kesehatan Masyarakat
veleriner;

h. menyusun peta penyakit hewan;

i. mecmantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kcschatan
masyarakat veteriner;

j- mengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pcdoman
dan petunjuk operasional Bidang Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan
Pemasaran;
k. mempelajari  peraturan Perundang-undangan yang

berhubungan dengan Dinas serta peraturan pcrundang-
undangan yang berhubungan dengan Bidang Kceschalan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan
dan Pemasaran sebagai landasan dalam pelaksanaan (ugas
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;



. membagi habis tugas pada Bidang Kesehatan Hcwan dan
Kesehatan  Masyarakat Veteriner  Pengolahan  dan
Pemasaran kepada bawahan, agar scliap aparatur yang ada
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

m. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program kerja selanjutnya,

n. membina memberikan motivasi kepada bawahan agar
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-
guna;

0. menilai hasil pelaksanaan tugas dari bawahan untuk
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Keschatan
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;

q. mengevaluast  hasil  kerja bawahan sebagal  bahan
penyusunan hasil kerja lebih lanjut;

r. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

s. membuatl laporan kepada Kepala Dinas sebagal masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja
dinas lebih lanjut; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 32

Tugas Pokok Kepala Seksi Kesehatan Hewan adalah
melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pcmasaran
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakal Veteriner

(Keswan dan Kesmavet), pengendalian pelaksanaan kegiitan
dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.
Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32, rincian tugas Kepala Scksi Kesehatan
Hewan adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan unit  kerja laimnya
dilingkungan Bidang Kesehatan Hewan dan Keschatan
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalam
rangka penyusunan program dan rencana Kkerja Scksi
Keschatan Hewan untuk dijadikan  pedoman  dalam
pclaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Keschatan Hewan
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. merencanakan kegiatan program kerja per-tahun anggaran

Seksi Kesehatan Hewan berdasarkan prioritas target
sasaran yang akan dicapali,
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menyiapkan pengadaan vaksin, obat dan bahan kimia;
menyiapkan standar minimal pelayanan kesehatan hewan;
menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan;

melaksanakan penyusunan penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan hewan;

membuat pedoman pelayanan kesehatan hewan;

membuat pedoman pendirian rumah sakit hewan, klinik
hewan dan praktek dokter hewan;

melaksanakan pengawasan produksi obal hewan, vaksin
serta bahan-bahan diagnostik;

melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan
obat hewan, vaksin serta bahan-bahan diagnostik;

mclaksanakan pelayanan prose rekomendasi/pcerizinan
bidang kesehatan hewan;

. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pengawasan

obat hewan;

melaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan
pengawasan cbat dan pelayanan keschatan hewan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabalan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Keschatan
Hewan agar dapal melaksanakan tugas secara berdaya-
guna dan berhasil-guna,;

membagi habis tugas Seksi Kesehatan Hewan kepada
Aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) scbagai
bawahan agar setiap personil memahami tugas masing-
masing;

member pelunjuk kepada para bawahannya secara lisan
maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanakan tugas;

mecnilal prestasi kerja para bawahannya berdasarkan hasil
kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan kinerja;

melakukan pembinaan, pengendalian monitoring, cvaluasi
dan pelaporan pelaksanaan tugas;

mclaporkan pelaksanaan kegiatan baik seccara lisan dan

tertulis sesual hasil yang telah dicapai sebagai bahan
inlormasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidiang
secara berkala dalam rangka kelancaran pclaksanaan
tugas,

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 34

Tugas Pokok Kepala Seksi Kesehatan Masyarakal Veteriner
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

Pemasaran pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan kesehalan
masyarakat veteriner.



Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34, rincian tugas Kepala Scksi Keschalan
Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut :

a.

O,

melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran dalam rangka penyusunan
program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk
dijadikan pedoman dan pelaksanaan pckerjaan;
menginventarisasi permasalahan-permasalahan yiang
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Keschatan
Masyarakat Veteriner dan menyusun bahan uniuk
pemecahan masalah;

menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat
Veteriner berdasarkan rencana dan kcbutuhan yang
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesual dcngan
peraturan perundangan yang berlaku;

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan terkait dengan kesehatan masyarakat veteriner;

melaksanakan pembinaan penanganan hygienc sanitasi
pada produk hewan dan bahan asal hcwan, scria
lingkungan usaha peternakan maupun usaha produk
peternakan (kios daging, dan lain lainj;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan agar produk-
produk hewani yang dikonsumsi masyarakat memenuhi
kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

melaksanakan monitoring dan pembinaan penerbitan NKV
(Nomor Kontrol Veteriner) pada unit usaha peternakan dan
produk pangan asal hewan;

melaksanakan pengawasan pemotongan ternak,

melakukan  pembinaan, pengawasan dan  evaluasi
pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
melaksanakan pembinaan teknis tecrhadap Rumah Potong
Hewan (RPH};

melaksanakan pembinaan teknis terhadap Rumah Potong
Unggas/Tempat Pemotongan Unggas;

melaksanakan pembinaan teknis Tempat Penjualan Daging
(TPD);

. meclaksanakan pengambilan sampel produk hewan untuk

pecmeriksaan laboratorium terkait Kesehatan Masyarakat
Veteriner;

melaksanakan pemeriksaan cepat (rapid test) terhadap
produk asal hewan secara berkala;

mclaksanakan ecvaluasi dan pengolahan data hasil uji
laboratorium terhadap produk hewan dan bahan asal
hewan (daging, susu dan telur serta olahannya dan lain
lain);

melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan untuk
pctugas pemeriksa hewan kurban;



q. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan  untuk
takmir masjid/panitia penyembelihan hewan kurban;

r. melaksanakan bimbingan leknis pencrapan  Animal
Welfare/kesecjahteraan hewan,

s. melakukan pembinaan pada kelompok masyrakat/
organisasi/asosiasi terkait dengan kegiatan kesmavet,
(misal Asosiasi Jagal};

. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Scksi Kcschalan
Masyarakat Veteriner agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

u. membagi habis tugas Scksi Kesehatan Masyarakat Veleriee
kepada Aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) schagai
bawahan agar setiap personil memahami tugas masing-
masing;

v. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan uniuk
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;

w. menyusun laporan pelaksanaan tugas scksi keschalan
masyarakat veteriner; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran
Pasal 36

Tugas Pokok Kepala Seksi Pegolahan dan Pemasaran adalah
melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hcewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran,
pcngendalian pelaksanaan keglatan serta penyusunan laporan
dalam rangka pegolahan dan pemasaran.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, rincian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan
Pemasaran adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan  Scksi  lainnya
dilingkungan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalam
rangka penyusunan program dan rencana kerja Scksi
Pengolahan dan Pemasaran untuk dijadikan pecdoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. menginvenlarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran dan
menyusun bahan untuk pemecahan masalah;

melakukan pengembangan modal investasi, pclayanan
perizinan usaha peternakan, membina, pcngolahan dan
pemasaran ternak dan hasil ternak;

e}

d. membina pengawasan pengunaan sarana dan prasarana
ternak scrta membina promosi dan pemasaran peternakan;

c. menerapkan standar-standar teknis pembinaan mutu dan
pengolahan hasil;



f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan lembaga
sistem mutu produk perternakan;

g. menyiapkan bimbingan peningkatan mutu hasil
peternakan;

h. menyiapkan bimbingan unit pengolahan, alat trasportasi,
unit penyimpanan dan hasil peternakan asal hewan;

i.  melaksanakan pendidikan dan pelatihan peternakan;

j. menyiapkan bahan tenaga kerja peternakan, investasi
usaha peternakan serta mengoordinasikan promosi
investasi dibidang peternakan,;

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabalan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Pengolahan
dan Pemasaran agar dapat melaksanakan tugas sccara
berdaya-guna dan berhasil-guna,;

. mcmbagi habis tugas Seksi Pengolahan dan Pcmasaran
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum  scbagai
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing;

m. membina memberikan motivasi kepada bawahan agar
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-
guna;

n. mcnerima mempelajart laporan dan saran dari bawahan
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun
program kerja selanjutnya;

0. mengevaluasi hasil kerja bawahan scbagai  bahan
penyusunan hasil kerja lebih lanjut; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch
atasan, sesuat dengan petunjuk dan Ketentuan yang
berlaku.

Bagian keenam
Kepala Bidang Penyuluhan
Pasal 38

Tugas Pokok Kepala Bidang Penyuluhan adalah melaksanakiin
penyusunan kebijakan program dan pelaksanaan penyulubian
pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, rincian tugas Kepala Bidang Penyuluhan
adalah sebagai berikut :

a. meclaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan
sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dinas,
serta rencana kerja pada Bidang Penyuluhan untuk
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta ~ memantau  dan
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan tcknis
dibidang penyuluhan agar sesuail dengan perencanaan yang
telah ditentukan;
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mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Bidang Penyuluhan sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas;

menyusun  rencana  kegiatan dan  anggaran  Bidang
Penyuluhan Peternakan;

melaksanakan penyuluhan peternakan dan pengembangan
mekanisme tata kerja dan metode penyuluhan peternakan:
mengumpulkan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pclaku usaha;
mclaksanakan pengelolaan, bimbingan kelambagaan dan
ketenagaan dibidang penyuluhan peternakan;

memberikan fasilitasi, penambahan dan pengembangan
kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan

pelaku usaha pengembangan metodologi penyuluhan
peternakan;

mclaksanakan pengelolaan informasi penyuluban
peternakan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan scria
informasi penyuluhan peternakan;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan malteri;

peningkatan kapasitasi penyuluh Pegawai Ncegeri Sipil,
swadaya dan swasta;

. melaksanakan pengembangan metode  penyuluhan

pelernakan;

melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi
kerja penyuluhan peternakan;

mcnyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian
penghargaan kepada penyuluhan peternakan;

menyiapkan bahan dan fasilitasi akredilasi dibidiing
kelembagaan penyuluhan peternakan;

mcnyiapkan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi
kelembagaan peternak;

menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargian
kepada kelembagaan penyuluhan peternakan;

membagi habis tugas pada Bidang Penyuluhan kepada
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami beban
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

mcenerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan

sebagai masukan untuk jadikan bahan da]am menyusun
program Kkerja selanjutnya;

memberikan  molivasi  kepada bawahan agar mampu
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasils
guna;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

membuat laporan  kepada Kepala Dinas schagai
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan untuk
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas
lebih lanjut; dan

pclaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas scsuai
tugas dan fungsinya.



Kepala Seksi Kelembagaan
Pasal 40

Tugas Pokok Kepala Seksi Kelembagaan adalah melaksanakan
scbagian tugas Bidang Penyuluhan dalam rangka penataan
kelembagaan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40, rincian tugas Kepala Scksi Kclembagoan
adalah sebagai berikut :

a. mclakukan koordinasi dengan unit  kerja  lainnya
dilingkungan Bidang Penyuluhan dalam rangka
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Kelermmbagaan
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugas Kelembagaan dan
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c¢. melakukan penylapan bahan penyusunan rencana dan
anggaran Seksi Kelembagaan;

d. melakukan penylapan bahan penyusunan kebijakan Scksi
Kelembagaan;

c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan,
peningkatan kapasitas Seksi Kelembagaan,

f. mengembangkan dan memantapkan kelembagaan
kelompok usaha,;

g. meningkatkan pembiayaan dan permodalan usaha;

h. meclaksanakan pembinaan dan pemberdayaan keuangan
mikro perdesaan;

i. melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kclompok
usaha;

j. melakukan bimbingan teknis pemanfaatan sumbecr biaya
dan keredit usaha;

k. melakukan pembinaan kelembagaan, manajemen, kerja
sama dan pola kemitraan usaha;

1. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha petcrnakan,

m. melaksanakan pembinaan dan  pengawasan  usiha
peternakan;

n. meclaksanakan bimbingan diverifikasi usaha;

0. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
bidang penyuluh;

p. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan,
peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

q. mclakukan  penyiapan  bahan  fasilitasi  akreditasi
kelembagaan;

r. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan
akreditasi kelembagaan petani;

s. melakukan penylapan bahan penilaian dan pemberian
pengahargaan balai penyuluhan;



t. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian
kegiatan Seksi Kelembagaan penyuluhan pelernakan;

u. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Scksi Kelembagaan
agar dapat mclaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan
berhasil-guna,

v. mecmbagi habis tugas Seksi Kelembagaan kepada aparaiur
Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya agar sctiap
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing;

w. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil
guna,

x. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk
pcnyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan

y. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan oleh
atasan.

Kepala Seksi Ketenagaan
Pasal 42

Tugas Pokok Kepala Seksi Ketenagaan adalah melaksanakan
sebagian tugas Bidang Penyuluhan dalam  rangka
pengembangan ketenagaan.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42, rincian tugas Kepala Seksi Ketenagaan
adalah sebagai berikut :

a. meclakukan koordinasi dengan unit  kerja  lainnya
dilingkungan Bidang Penyuluhan dalam rangka
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Ketenagaan
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan vilng,
berhubungan dengan bidang tugas Scksi Ketcnagaan dan
mcnyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c¢. melakukan penylapan bahan penyusunan kebijakan
rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kcbijakan
ketenagaan penyuluhan;

c. mclakukan penyusunan dan pengelolaan data basc
ketenagaan penyuluhan;

f. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi
kerja ketenagaan penyuluhan;

g. melakukan penyiapan bahan dan [asilitasi penilaian dan
pemberian penghargaan penyuluh;

h. mclakukan pcmantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan penyuluhan,;

1. melakukan penyusunan laporan kegiatan Selesi
Kelenagaan;



j. mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Dinas Peternakan dan Keschalan
Hcwan serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Bidang Penyuluhan scbagal landasan
dalam pelaksanaan tugas;

k. mcmbagi habis tugas pada Seksi Ketenagaan  kepada
bawahan, agar sctiap aparatur yang ada memahami tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing;

. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan
schagal masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun
program kerja selanjutnya,;

m. membina memberikan motivasi  kepada bawahan agar
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-
guna,

n. meclakukan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri
Sipil, swadaya dan swasta,

o. mengevaluasi  hasil  kerja  bawahan  scbagai  bahan
pecnyusunan hasil kerja lebih lanjut;

p. melakukan  pendokumentasian  kegilatan  kctenagaan
penyuluhan pcternakan; dan

q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Metode dan Informasi
Pasal 44

Tugas Pokok Kepala Seksi Metode dan Informasi adaluh

melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan dalam
rangka metode dan informasi penyuluhan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44, rincian tugas Kepala Seksi Mctode dan
informasi adalah sebagai berikut :

a. meclakukan koordinasi dengan unit  kerja lainnya
dilingkungan Bidang Penyuluhan dalam rangka
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Meteode dan
Informasi untuk dijadikan pedoman dalam peiaksanaan
tugas;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan Vg
berhubungan dengan bidang tugas Scksi Metode dan
Informasi dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

¢. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan
pengembangan metodologi penyuluahan peternakan;
melakukan penyilapan bahan supervisi materi;

e. melakukan penyiapan bahan informasi dan mecdia
penyuluhan peternakan; '



f.  melakukan penyiapan  bahan  pengembangan  dan
pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;

g. melakukan penyusunan laporan penyuluhan ;

h. melakukan pengembangan metodologi penyuluhan,

i, mendokumentasikan kegiatan Seksi Metode dan Informasi
penyuluhan;

j. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraluran
perundang-undangan;

k. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi bibit
ternak;

. melakukan penyebaran informasi melalui brosur, leallct
dan media sosial;

m. melakukan program yang telah disusun sesuai dengan
petunjuk pelaksana yang telah ditentukan,;

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Metode dan
Informasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-
guna dan berhasil-guna;

o. membagi habis tugas Seksi Metode dan Informasi kepada
aparatur Jabatan Fungsional Umum scbagai bawahannya
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing;

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk
membual laporan pelaksanaan tugas kepada alasan scbagai
pertanggungjawaban  kerja dan scbagai masukan dalam
pcnyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut

q. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-
guna;

r. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai  bahan
pcenyusunan hasil kerja lebih lanjut; dan

s. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch
atasan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 46
Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis dan Kclompok

Jabatan Fungsional, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pcraturan
Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas Jabatan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung
Selatan (Berita Derah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2008 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 48
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal % NemeeR 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

W

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal > NNEMEER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

/

_
FREDY SM
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR {2



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN PERATURAN BU A;E LAMPUNG SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL 2016
KESEHATAN HEWAN & NOVEMeSR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS R

| SEKRETARIAT .
KELOMPOK ‘
JABATAN FUNGSIONAL 'l
[ [ 1
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Umum Dan Perencanaan Dan Keuangan
’ L Kepegawaian Evaluasi f Dan Aset ‘
Bidang Bidang . Bidang Kesehatan Hewan dan | Bidang
p s Kesehatan Masyarakat
Prasarana dan Perbibitan c.ian Veteriner, Pengolahan dan Penyuluhan
Sarana Produksi Pemasaran |
L | ‘ |
Seksi Lahan Seksi Seksi \ Seksi
dan Irigasi Perbibitan - exsI Kelembagaan
N & i Kesehatan B &
Hewan | 1
Seksi Pakan Seksi Seksi Keschatan | Seksi
Ruminansia | | Masyarakat Ketenagaan
’_ Veteriner ||
T | B
Seksi Seksi Non Seksi Seksi Metode
L4 Pembiayaan Ll Ruminansia L! Pengolahan dan L | dan Informasi
dan investasi Pemasaran |
|

UNIT PELAKSANA
TEKNIS
|

L

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

A

ZAINUDIN HASAN



